BIROKRATISAST PENDIDIKAN :
MITOS DAN REALITAS

Oleh: Nur Kholis

I”

Birokrasi seringkali mendapat “stempe
negatif. Hal ini akan menjadi jelas ketika
kita mengamati mereka yang berhajat
berhubungan atau berurusan dengan
organisasi formal. [slam maupun non-Islam,
negeri maupun swasta. Pegawai-pegawai
kantor yang mau naik pangkat seringkali
menghadapi permasalahan birokratis.
Demikian halnya dengan karyawan, guru.
dosen di lembaga pendidikan. Mahasiswa
yang akan mengambil/memohon dana
untuk kegiatan kampusnya acap kali
“gerundel™ gara-gara urusan birokrasi.
Kasus semacam ini selalu muncul di
berbagai bidang terutama yang terkait
dengan formalitas-formalitas tertentu.
Namun apakah benar birokrasi selalu
menjadi hambatan bagi kemudahan,
kemajuan dan perkembangan suatu sistem
atau organisasi formal. Artikel ini mencoba
mendiskusikan birokrasi berkaitan dengan

organisasi formal pendidikan.

A. Konsep Birokrasi

Konsep birokrasi tidaklah barang baru,
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di hampir setiap sudut kehidupan dikenal
adanya birokrasi. Dalam bentuk yang sangat
sederhana ia sudah ada sejak masa Mesir
kuno, dimana tugas besar untuk konstruksi
dan mengatur arus sungai. (Nil) meng-
haruskan adanya organisasi besar, ia
berkembang di Roma, pertama pada masa
Kerajaan Romawi dan kemudian dalam
Gereja Katholik yang bertahan sebagai
birokrasi yang hidup terlama di dunia.(3®
Birokrasi sebagai suatu sistem organisasi
formal pertama-pertama dimunculkan oleh
Max Weber pada tahun 1947. Dia percaya
bahwa birokrasi adalah merupakan ciri yang
paling menonjol dalam suatu organisasi
melebihi ciri-ciri organisasi yang lain dan
paling efisien dan ideal bagi semua
organisasi formal.(3/)

Ciri-ciri organisasi yang mengikuti sistem
birokrasi adalah:

1) divisi kerja dan spesialisasi,

2) orientasi impersonalitas,

3) hirarki kekuasaan,

4) aturan-aturan dan peraturan-peraturan,
5) orientasi karir. (32)
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Menurut Weber, divisi kerja dan
spesialiasasi mengandung pengertian
bahwa “aktifitas reguler untuk mencapai
tujuan-tujuan organisasi birokratis
didistribusikan secara pasti sebagai tugas
resmi atau dinas”.(33) Karena tugas dalam
organisasi terlalu kompleks untuk
dilakukan oleh seorang karyawan, divisi
kerja meningkatkan efisiensi3# dan
efektifitas (39). Efisiensi meningkat karena
divisi kerja menghasilkan spesialisasi yang
nantinya menyebabkan karyawan
menguasai dan ahli dalam melakukan
tugas-tugasnya. Divisi kerja semacam ini
memungkinkan organisasi untuk
memperkerjakan personel atas dasar
kualifikasi teknis.(36) Jadi divisi kerja dan
spesialisasi menghasilkan tenaga-tenaga
ahli dan terampil.

Weber menegaskan bahwa suasana
kerja birokrasi harus mewujudkan
“dominasi spirit impersonalitas
formalistik, tanpa rasa benci atau cinta. dan
oleh Karena itu tanpa rasa kasthan dan
antusisme.”’37) Pegawai birokrasi
diharapkan membuat keputusan atas dasar
fakta, bukan perasaan. Impersonalitas
semacam ini menjamin ekualitas perlakuan
dan fasilitas secara rasional. Kalau
seorang pegawal mengembangkan rasa
simpati (sayang, kasihan, dan benci)

kepada bawahan, sangat sulit baginya

untuk menghindarkan pengaruh rasa itu dari
pembuatan keputusan-keputusan dinas.
Keputusan yang didasarkan pada perasaan
menyebabkan diskriminasi dan
ketidakadilan.

Unit-unit kerja dalam birokrasi disusun
secara hirarkis yaitu, “masing-masing unit
tingkat bawah dikontrol dan disupervisi oleh
unittingkat atas”(38) Hirarki merupakan ciri
yang paling nampak dalam organisasi
modern. Hampir tanpa kecuali, organisasi
besar mengem-bangkan sistem superordinasi
dan subordinasiyang mapan, yang menjamin
kepatuhan bawahan kepada atasan untuk
terlaksananya berbagai tugas dan fungsi
organisasi.

Weber juga menegaskan bahwa setiap
birokrasi memiliki *sistem aturan abstrak
vang konsisten dan biasanya sengaja
dibuat”.39) Sistem aturan ini mencakup
kewajiban dan hak individu sesuai posisi
masing-masing dan membantu
mengkoordinasi aktifitas dalam hirarki.
Aturan juga menjamin kelangsungan operasi
ketika terjadi pergantian personel. Jadi
aturan dan peraturan menjamin uniformitas
dan stabilitas kerja pegawai, terlepas berapa
jumlah person yang terlibat di dalamnya.

Karena pekerjaan pada organisasi
birokrasididasarkan pada kualifikasi teknis,
pegawai menganggap kerjanya sebagai karir.

Kapan saja terdapat orientasi karir, Weber
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menegaskan, “adanya sistem promosi
menurut senioritas, penampilan (kerja),
atau keduanya. Promosi bergantung pada
Untuk

memperkuat loyalitas kepada organisasi,

keputusan  superior”.(40)
individu dengan keterampilan khusus harus
diproteksi dan dipromosikan. Birokrasi
juga melembagakan proteksi melalui
perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan utama birokrasi adalah untuk
mencip-takan sistem organisasi yang
mengantarkan masing-masing pegawai
mencapai tujuan-tujuan rasional organisasi.
tidak perduli apakah rasional atau tidak
rasional tujuan-tujuan itu nampak pada
dirinya secara pribadi. Menurut Weber.
birokrasi memaksimalkan pembuatan
Keputusan rasional dan efisiensi
administrasi: “Secara universal pengalaman
cenderung menunjukkan bahwa tipe
organisasi birokratis murni .... adalah. dari
sudut pandang teknis murni. mampu
mencapai tingkat efisiensi tertinggi.”(¥/)
Divisi kerjadan spesialisasi menghasilkan
tenaga ahli, dan tenaga ahli dengan
orientasi impersonalitas membuat
keputusan secara teknis benar dan rasional
berdasarkan fakta. Setelah keputusan
rasional dibuat, hirarki kekuasaan
menjamin patuhnya bawahan dan,
dibarengi dengan aturan dan peraturan,

menjamin terkoordinasinya sistem
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implementasi dan uniforniitas serta stabilitas
dalam operasi organisasi. Akhirnya,
orientasi karir memberikan jaminan kepada
pegawaiuntuk menjadi loyal pada organisasi
dan menghasilkan usaha ekstra. Ciri-ciri ini
berfungsi memaksimalkan efisiensi
administrasi karena tenaga ahli yang
komitmen membuat keputusan rasional yang
diterapkan dan dikoordinasi secara rapi.

B. Positif Birokratisasi

Organisasi Pendidikan

Negatif

Mulanya, prinsip-prinsip birokrasi ini
diterapkan di militer, pengadilan, dan
industri dan ekonomi yang memiliki tujuan
utama procluct oriented. Kini birokrasi bisa
ditemui hampir di seluruh organisasi formal
modern (barangkali juga non-formal dan
tradisional) tidak lepas pula organisasi
pendidikan. Untuk maksud baik atau tidak
baik hampir semua lembaga pendidikan
(sekolah. perguruan tinggi) negeri dan
swasta di Indonesia menampakkan ciri-ciri
birokrasi. Max Abbott, disitir oleh
Sergiovanni(¥2) menganalisis dan
menemukan ciri-ciri birokrasi yang
berkembang dalam dan mempengaruhi
sistem lembaga pendidikan.

Pertama, organisasi pendidikan sangat
dipengaruhioleh kebutuhan akandivisikerja
dan spesialisasi. Spesialisasi ditandai dengan

penggolongan jenjang pendidikan, sekolah
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dasar, menengah, dan perguruan tinggi,
pendirian jurusan-jurusan ilmu alam,
matematika, musik dan jurusan lain,
dibentuknya bagian bimbingan dan
penyuluhan siswa dan mahasiswa,;
pemisahan tenaga administratif dari
tenaga edukatif. Begitu juga unit-unit kerja
dibentuk dengan berbagai macam
spesialisasi pekerjaan. Apalagi di
perguruan tinggi spesialisasi-spesialisasi
bidang studi sudah begitu mengakar dan
berkembang. Di sebuah Universitas,
misalnya. terdapat unit kerja rektorat,
fakultas, jurusan. dan program dengan
berbagai sub-divisi kerja. Kesemuanya ini
menjadi kebutuhan bahkan keharusan
lembaga pendidikan. Pencabangan divisi
kerja dan spesialisasi ini semakin besar
bersamaan dengan kompleksitas
organisasi: makin besar organisasi makin
besar pula divisi kerja dan spesialisasi.
Pembagian kerja dan spesialisasi kerja
membawa manfaat besar bagi organisasi,
yaitu menghasilkan tenaga-tenaga kerja
terampil menurut fungsinya masing-
masing. Pegawai yang duduk di masing-
masing divisi kerja akan menjadi tenaga-
tenaga yang terampil, matang dan
menguasai  fungsinya. Hal ini
memungkinkan adanya kerja yang efektif
dan efisien. Seorang karyawan bagian A

akan mendapat kesulitan apabila diberi

kesempatan untuk menangani tugas yang
diembankan pada bagian B, begitu juga
sebaliknya. Namun demikian divisi kerja dan
spesialisasi bisa menimbulkan rasa jenuh
atau bosan bagi salah satu pegawai atau
karyawan. Karena seorang staf sub-umum
yang pekerjaan rutinnya menangani
masalah-masalah surat menyurat suatu
ketika akan merasa jenuh dengan
pekerjaannya sehingga produktifitasnya bisa
menurun. Mungkinkah mereka pindah dari
departemennya oleh karena mereka sudah
diberi tugas (dan diterima) di tempat itu dan
harus dilakukan untuk menunjukkan
kesetiaannya pada organisasi? Kalau toh
bisa pindah ia memerlukan penyesuaian
yang tidak sedikitdan membutuhkan banyak
waktu. Jelasnya, organisasi birokratis yang
mengalami konsekwensi negatif dari divisi
kerja yang ketat menyebabkan banyak
karyawan merasa bosan.(¥3)

Kedua, meskipun sering didengungkan
masalah kebersamaan dan demokrasi,
organisasi pendidikan telah menerapkan
prinsip impersonalitas dalam sistem
hubungan organisasi. Keputusan lebih
ditentukan atas dasar pertimbangan rasional
bukan kualitas kharisma (perasaan);
interaksi antar person nampak spesifik
secara fungsional bukan keterpaduan; dan
hubungan resmi (dinas) ditentukan oleh

pertimbangan-pertimbangan universal
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bukan partikular. Dengan berkembangnya
spirit ‘impersonalitas formalistik.
organisasi pendidikan telah sukses
memisahkan hak dan kewajiban terhadap
organisasi dari kehidupan pribadi individu-
individu pegawai. Masalah organisasi harus
didahulukan daripada masalah pribadi.
Karyawan miskin mendapat imbalan sama
dengan karyawan kaya; karyawan dengan
beban berat mendapat insentif sama dengan
karyawan dengan beban ringan; tenaga
edukatif ‘kualified” mendapat perhatian
sama dengan tenaga edukatif ‘biasa-biasa’
saja: dst. Kesamaan perlakuan ini juga
terjadi diantara tenaga edukatif, baik tenaga
edukatif yang kompeten maupun yang
tidak. Alasan yang mendasari ini sangat
sederhana yaitu bahwa masing-masing
individu atau karyawan dalam masing-
masing departemen telah setuju untuk
menerima kontrak kerjanya. Para tenaga
edukatif juga telah menyetujui jumlah jam
mengajar dengan beban tertentu. Jadi
diberlakukannya orientasi impersonalitas
ini menyebabkan dipandangnya sama
kedudukan masing-masing individu dalam
organisasi (adil).

Namun ini menimbulkan bahaya, yaitu
berkembangnya suasana “kering*(44)
dimana anggota organisasi berinteraksi
seperti “tidak manusia”, kemudian

menyebabkan menurunnya moral positif.
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Rendahnya moral posistif kemudian
menghambat efisiensi organisasi Blau
menambahkan bahwa impersonalitas justru
menyebabkan seorang atasan pilih kasih
terhadap bawahannya.(4?) Bahaya yang lain
adalah pegawai di satu departemen yang
merasa pekerjaannya lebih banyak dan sulit
dan apalagi “kering” bisa jadi akan memiliki
pandangan bahwa “untuk apakerja sungguh-
sungguh toh upahnya atau insentifnya sama”
dengan mereka yang pekerjaannya dianggap
sedikit. Tenaga edukatif yang merasa
bidangnya lebih berat dan kelasnya lebih
besar bisa memiliki pandangan seperti ini
pula. Tidak heran misalnya kalau seorang
karyawan yang merasa tertumpuk dengan
pekerjaan memberikan pelayanan kepada
orang lain dengan cara yang kurang baik dan
tenaga edukatif kategori ini melampiaskan
ketidakpuasannya kepada peserta didik !
Bahkan, impersonalitas dibarengi pemikiran
senioritas menyebabkan pegawai senior kaya
selalu mendapat lebih dari pada karyawan
junior miskin. Karyawan menduduki urutan
lebih tinggi dalam suatu kepanitiaan juga
mendapat lebih dari pada individu dalam
urutan bawah meskipun pekerjaannya lebih
banyak dan berat.

Ketiga, organisasi pendidikan formal
telah lama mengembangkan hirarki
kekuasaan yang ketat dan jelas. Meskipun

term ‘hirarki® jarang digunakan dalam
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lembaga pendidikan, praktek sistem
hirarkis sangat jelas. Struktur organisasi
dalam bentuk chart (bagan), dimana
kelompok pimpinan di bagian atas dan
siswa paling bawah, sengaja dibuat, dan
mudah ditemui di lembaga-lembaga
pendidikan yang tujuannya secara khusus
untuk memperjelas garis-garis kekuasaan
dan saluran komunikasi. Bahkan ada
organisasi yang strukturnya disusun
menurut urutan kepangkatan yang dimiliki
oleh anggotanya (DUK. misalnya).
Sampai-sampai masalah tempat (ruang)
Kerja pun berstruktur. Tempat kerja
pimpinan harus di atas dan lebih mewah,
sementara karyawan harus di bawah dan
lebih sederhana. Kalau toh chart tidak
dibuat, anggota suatu organisasi
pendidikan atau orang umum sudah
memiliki suatu konsepsi tentang hirarki itu.
Bahkan, pentaatan terhadap prinsip-
prinsip hirarkis harus diperkuat. sehingga
siapa yang gagal mentaati aturan hirarki
kekuasaan itu bisa dianggap sebagai tidak
disiplin, tidak sopan, mendahului dan lain-
lain.

Keberadaan hirarki kekuasaan atau
wewenang dalam organisasi pendidikan
dapat mendukung terciptanya sistem
koordinasi, atasan dan bawahan, yang
mantap dan lancar yang menjamin pekerja

akan melaksanakan tugas dan fungsi
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organisasi. Karyawan melaksanakan
pekerjaannya karena ingin mematuhi
perintah atasan. Dengan demikian
keberadaan hirarki menggerakkan
bawahan untuk melaksanakan fungsi-
fungsinya masing-masing, dan pekerjaan-
pekerjaan menjadi mudah dikoordinasikan.
Namun demikian hirarki bisa mendistorsi
dan menghambat komunikasi. Masing-
masing level dalam hirarki memiliki potensi
untuk menghambat komunikasi, karena
bawahan enggan mengkomunikasikan

sesuatu yang menyebabkan mereka nampak

Jelek di mata atasan; kenyatannya memang

ada kecenderungan untuk mengkomu-
nikasikan hanya hal-hal yang membuatnya
nampak baik atau hal-hal yang mereka pikir
atasannya mau mendengarkan.(46)
Komunikasi semacam ini menimbulkan
kepalsuan-kepalsuan baik pada diri atasan
maupun bawahan. Informasi yang
sebenarnya atasan ingin menerima tidak
disampaikan karena bawahan ragu
menyampaikannya.

Hambatan komunikasi dapat
diilustrasikan sebagai berikut. Seorang
bawahan yang ingin menghadap pimpinan
berkaitan dengan masalah tugasnya harus
mendapat persetujuan dari kepala
departemennya : apakah ia sendiri yang
menyelesaikannya atau kepala unitnya.

Kondisi semacam ini dimaksudkan untuk
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mengikuti saluran komando di dalam sistem
birokrasi. Sebagai dampaknya adalah
masalah tadi tidak bisa dipecahkan secara
efisien dan efektif karena adanya prosedur
yang panjang. Sebuah dokumen yang
dibuat oleh seorang staf membutuhkan
tanda-tangan seorang pimpinan pertama-
tama harus diberiksa oleh kepala bagian,
kemudian jika kepala bagian setuju baru
dibawa ke pimpinan. Pimpinan ini bisa
setuju atau tidak setuju. Proses ini akan
dapat dilaksanakan dengan lebih cepat
apabila kepala bagian ada di tempat
kerjanya pada saat dibutuhkan. Namun,
kalau kepala ini tidak ada pelaksanaan
pekerjaan ini berhenti total karena bawahan
atau pimpinan yang lebih rendah tidak bisa
mengambil alih wewenang pimpinan.
AKkhirnva sebuah tugas tertunda
penyelesaiannya. Ketegasan hirarki
Kkekuasaan tanpa delegasi proporsional
memperlambat proses kinerja.

Keempat. organisasi pendidikan sangat
bergantung pada aturan-aturan untuk
mengontrol perilaku anggota-anggotanya
dan untuk mengembangkan standard-
standard yang memungkinkan terciptanya
Kesatuan sistem kerja. Baik menggunakan
pedoman kebijakan, aturan dan peraturan,
pedoman pelaksanaan atau dokumen
lainnya, aturan-aturan universal dan

impersonal telah lama dipakai secara luas
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sebagai tata cara mengangkat pegawai-
pegawai baru, menerima calon terdidik,
kenaikan pangkat, menangani perilaku
menyimpang pegawai, termasuk pimpinan.
Tata cara penggajian dan pengupahan juga
bersandar kuat pada peraturan yang berlaku,
sering disebut PO (petunjuk operasional).
Sampai-sampai, masalah akademik pun
diatur ketat dan tegas menurut aturan
birokratis yang dibakukan. Hubungan guru-
murid, atasan-bawahan, guru-karyawan, tua-
muda., antar-kawan, kawan-lawan
semuanya “‘harus” sesuai aturan, semuanya
diatur.

Diciptakannya aturan-aturan dan
peraturan-peraturan mendukung terciptanya
kesamaan (uniformity), Kkelanjutan
(continuity), koordinasi dan stabilitas kerja.
Amatlah mudah meng-koordinasikan
bawahan dalam kerjanya karena mereka
diwajibkan mengikuti aturan-aturan yang
ditentukan, dan pekerjaan dilaksanakan
secara kontinyu. Jadi meskipun ada
departemen-departemen, kesamaan dan
stabilitas kerja bisa dicapai. Suatu tindakan
oleh atasan atau bawahan yang berlawanan
dengan tujuan organisasi bisadengan mudah
diselesaikan dengan alat aturan-aturan dan
peraturan-peraturan. Namun demikian
aturan dan peraturan tadi menimbulkan
kekakuan organisasi dan pelecehan

tujuan atau sering disebut ‘“goal
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displacement "(42). Karena anggota
organisasi begitu terikat aturan, mereka
bisa lupa bahwa aturan dan peraturan itu
sebenarnya hanyalah alat untuk mencapai
tujuan, bukan tujuan itu sendiri: mereka
menganggap aturan dan peraturan sebagai
tujuan. Pentaatan ketat ditopang oleh
hirarki dan khususnya peraturan
menyebabkan rigiditas dan ketidak-
mampuan menyesuaikan. Formalisme
semacam ini dibesar-besarkan sampai-
sampai konformitas merusak pencapaian
tujuan. Tercapainya tujuan tidak penting
asal konformitas tercapai. Sebagai ilustrasi
. Beberapa anggota organisasi merasa
bahagia karena dapat mematuhi atu- n dan
peraturan meskipun hasil karyanya tidak
memuaskan. Jadi pekerjaannya asal selesai
karena aturannya begitu. Képuasan mereka
terletak pada cara atau kenyataan bahwa
mereka mengikuti aturan dan peraturan
yang disepakati. Kalaudemikiantentunya
menyalahi fungsi organisasi. Aturan dan
peraturan, apakah baik atau tidak, menjadi
tujuan-tujuan kegiatan individu-individu
atau bahkan organisasi itu sendiri. (48
Disamping itu diberlakukannya aturan
universal dan tidak memihak memung-
kinkan adanyaekualitas kesempatan (adil),
tapi dengan sendirinya merusaknya.(49)
Diterapkannya persyaratan pemilikan gelar

minimal S2 bagi calon dosen, di s:tu sisi,
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mem-berikan kesempatan sama diantara
mereka yang sudah pernah menempuh
pendidikan pasca sarjana, tapi di sisi lain
membatasi mereka yang belum memiliki
ijazah S2. Ekualitas semacam ini sulit
tercapai.

Kelima, jenjang karir di dalam organisasi
pendidikan banyak didasarkan pada
kemampuan teknis. Promosi (kenaikan
pangkat, jenjang karir) seringkali ditentukan

oleh senioritas dan hasil usaha individu-

individu; lama masa kerja, insentif

disediakan; dan kompensasi dana pensiun
disediakan pula. Kenaikan pangkat bawahan
ditentukan oleh atasannya. Mereka yang
memiliki pangkat dan golongan lebih tinggi
diberi wewenang untuk menilai dan
menentukan ‘kualitas’ karya tulis tenaga
edukatif yang berpangkat lebih rendah.
Seringkali kualifikasi akademik kelompok
golongan tinggi ini kurang diperhitungkan,
yang penting pangkatnya tinggi.

Orientasi karirmenyebabkan pegawai di
suatu organisasi pendidikan menganggap
pekerjaannya sebagai karir yang baik yang
memungkinkan mereka mendapatkan
promosi. Jenjang karir dianggap sehét
sepanjang ia menghasilkan loyalitas pegawai
dan memo-tivasinya untuk memaksimalkan
dayakerja. Karyawan yang sudah memiliki
sejumlah kredit dengan masa kerja tertentu

akan dipromosikan untuk pangkat lebih
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tinggi dengan upah yang lebih pula.
Demikian ini memancing para pegawai
(edukatif maupun non-edukatif) untuk loyal
terhadap organisasinya dan memak-
simalkan usahanya dalam melaksanakan
tugas-tugasnya, jika tidak mereka akan
berhenti pada posisinya. Namun, promosi
didasarkan pada senioritas dan kinerja,
yang tidak harus kompatibel. Misalnya,
seringnya promosi bagi kelompok yang
kinerjanya tinggi sering menyebabkan
ketidaktenangan (discontent) bagi pegawai
senior yang loyal dan kerja keras tapi tidak
begitu kreatif. Kelompok senior yang
merasa “dikalahkan” dapat mengganggu
promosi kelompok junior aktif-kreatif,
karena promosi kelompok muda’" ini sangat
tergantung pada keputusan senior. Para
atasan bisa jadi tidak senang stafnya
memiliki posisi atau pangkat yang sama
dengan miliknya atau bahkan hanya
memiliki sentimen negatif, sehingga
mereka bisa mempersulit promosi stafnya,
dan ini membuat staf bawahan tadi frustasi.
Begitu juga jika pegawai tidak cukup
kreatif mereka tidak bisa dipromosikan.
Dampaknya adalah mereka menurunkan
loyalitasnya kepada organisasi dan bahkan
menurunkan kualitas kerjanya.
Masing-masing karakteristik birokrasi
di atas, dengan nilai positif dan negatinya,
didisain/dibentuk dan diberlakukan dalam
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organisasi pendidikan sedemikian rupa
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditentukan dan dikehendaki oleh suatu
organisasi atau oleh sebagian anggota

organisasi.

C. Manusia dalam Birokrasi Pendidikan
Seperti wataknya, birokrasi menciptakan
ketergantungan terhadap manusia. Birokrasi
menciptakan kecemasan,ambisi dan alinasi.
Seringkali didengar keluhan tentang orang
yang menjadi terlalu telikat oleh organisasi,
tapi merasa kebutuhan pribadinya kurang
atau tidak terpenuhi secara maksimal.
Mereka me.nyerahkan segala yang dimiliki
(tenaga, pikiran, dsb.) utamanya untuk
organisasi, tapi di sisi lain organisasi kurang
atau tidak memberi kepuasan balik yang
sebenarnya diharapkan olehnya. Terjadinya
penyerahan total kepada organisasi ini
karena ikatan-ikatan yang diciptakan oleh
organisasi pada anggotanya, misalnya dalam
bentuk jargon atau semboyan seperti
loyalitas, kepentingan umum, efisiensi dan
efektivitas organisasi, dan semacamnya.
Dari sinilah muncul ketidakharmonisan
antara kebutuhan individu dan tuntutan
organiasasi yang tidak pernah
kompatibel.(30) Manusia, pada dasarnya,
selalu berusaha menuju dan mencapai self
realization atau “realisasi diri”, sebuah

proses mencari pemenuhan kebutuhan sesuai
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dengan kematangan personalitasnya.
Orang dapat menjadi matang melalui
beberapa dimensi -dari pasif ke aktif,
bergantung ke mandiri, tidak fleksibel ke
fleksibel, sub-ordinasi ke super-ordinasi,
dan seterusnya. Namun demikian,
organisasi formal dengan kondisi
birokratisnya mematikan semangat
pertumbuhan itu. Spesialisasi tugas, rantai-
panjang komando. kesamaan direksi,
kontrol tunggal dan semacamnya memaksa
anggota organisasi masuk dalam jaringan
ketergantungan dimana individu
bergantung, pasif. dan sub-ordinatif pada
atasan. Dus. ada semacam kekurangan
harmoni antara kebutuhan individu untuk
matang dan tuntutan organisasi formal.
Kalau tesis tadi benar, maka anggota
organisasi bisa menjadi kurang atau tidak
matang ketika memasuki lembaga birokrasi
tertentu karena kematangannya direduksi
oleh suatu kenyataan bahwa ia harus selalu
bergantung pada orang lain, yang dilakukan
dengan pasif. Ketika ia tidak “bergantung”
(dalam bentuk keharusan mengikuti
komando dari superordinate) ia tidak lagi
sebagai anggota yang loyal dan tidak
mendahulukan kepentingan organisasi.
Dus, kepentingan pribadinya tereduksi.
Dengan demikian isu-isu tentang matang
di organisasi sebenarnya berarti matang

dalam mengikuti aturan atau komando atau
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matang yang terbatas. Sementara itu matang
yang berarti kebebasan, mandiri dan kreatif
tidak tedadi, dus “kematangan” individu
didistorsi.

Konflik juga terjadi antara kelompok
professional (tenaga edutatif dengan
birokrasi). Konflik ini bersumber dari nilai-
nilai professional dan ekspektasi birokrasi.
Pada dasarnya terdapat banyak kesamaan
antara prinsip-prinsip profesidan birokrasi.
Tetapi,sedikitperbedaan diantara keduanya
justru menyulut konflik. Terdapat empat
bidang kesamaan dan tiga hal perbedaan
seperti diidentifikasi oleh Hoy dan
Wiskel.(9/) Keduanya memerlukan :

1) keahlian teknis(ilmu dan keterampilan),

2) mencapaitujuan,

3) pendekatan impersonal dan tidak
memihak (impartial), dan

4) melayani.

Tapi keduanya berseberangan dalam hal

1) kolegasebagaigroup referens vs orientasi
hirarkis,

2) mandiri dalam pengambilan keputusan vs
ketataan ketat, dan

3) standard kontrol diri vs subordinasi

kepada organisasi.

Sumber utama konflik di sini adalah
kenyataan bahwa professional diharapkan

berbuat terbaik untuk memenuhi interes
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clien (siswa, mahasiswa), sementara
birokrat diharapkan berbuat terbaik untuk
memenuhi interes organisasi. Kelompok
professional adalah hamba manusia, sedang
birokrat adalah hamba organisasi.
Kelompok professional berusaha
mengendalikan keputusan-keputusan
kerjanya. Mereka telah mengetahui
bagaimana mengimplementasikan kode
etik profesi yang membimbing aktifitasnya,
dan kode etik ini didukung oleh koleganya
(misalnya berupa, mengajar yang baik).
Sebaliknya, kontrol dalam organisasi
birokratik tidak terletak pada kolega;
disiplin bersumber dari garis kekuasaan
(hirarki). Blau dan Scott pernah menulis
tentang perbedaan ini : “Kinerja (birokrat)
dikontrol oleh perintah-perintah yang
diterima dari superior bukan oleh standard
diri dan saran kelompok, seperti kasus yang
terjadi pada kelompok profesional”(92/
Landasan utama tindakan professional
adalah ilmu professional; tapi justifikasi
utama tindakan birokrasi adalah
konsistensinya dengan aturan dan peraturan
organisasi dan “petunjuk” pimpinan.
Observasi di beberapa organisasi
pendidikan membenarkan deskripsi ini :
beberapa kelompok guru dan dosen
menuntut kebebasan bertindak, tidak perlu
diatur oleh birokrasi -tapi sayangnya minta

dilayani oleh birokrasi. Sementara, para
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birokrat -terpaksa atau tidak- harus
menerapkan aturan yang tidak jarang
berseberangan dengan prinsip professional.

Namun demikian individu dan khususnya
kelompok professional mencoba meng-
akomodasikan dirinya pada organisasi
birokrasi dimana ia bekerja. Pada tahun
1950-an Alvin Gouldner melakukan studi
dan menemukan tipologi individu dalam
upayanya mengadaptasikan diri pada konflik
profesional-birokrasi : Cosmo-politans dan
Locals.(33) Menurut Gouldner Cosmo-
politans adalah kelompok yang loyalitasnya
pada organisasi rendah, komitmennya pada
keterampilaﬁ spesifik tinggi, dan
menggunakan group referens luar.
Sedangkan Locals adalah mereka yang
loyalitasnya pada organisasi tinggi,
komitmennya pada keterampilan spesifik
rendah, dan menggunakan group referens
dalam. Dalam jangka waktu satu tahun
kemudian Gouldner membenahi dan
memperluas kedua tipologi tadi menjadi
empat tipe untuk kelompok Locals dan dua
tipologi untuk Cosmopolitans. Berikut
penjelasan masing-masing tipologi ini
sepertidirangkum oleh Hoy dan Wiskel . (54

Dedicated Locals adalah “penganut
murni” yang sepenuhnya menyesuaikan diri
dengan tujuan-tujuan organisasi. Mereka
menganggap koleganya memiliki orientasi

nilailokal bukan keahlian teknis, sementara
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miliknya adalah group referens dalam,
yang hampir sepenuhnya terfokus pada
nilai-nilai birokrasi.

True Bureaucrat Locals menolak
semua kontrol luar. Mereka sangat
mementingkan tempat geografis organisasi.
Kalau Dedicated Locals menaruh perhatian
pada integritas nilai-nilai organisasi, True
Bureaucrat Locals menaruh perhatian
utamanya pada keamanan organisasi.
Mereka percaya bahwa keamanan
organisasi dapat dicapai secara maksimal
melalui autoritarian dan aturan dan
peraturan formal.

Homeguard Locals memiliki
spesialisasi okupasi dan komitmen terbatas.
Secara administratif mereka berorientasi
Locals. biasanya kelompok eselon
menengah. Mereka tampaknya terikat dan
loyal pada organisasi karena akar Local-
nya. Mereka hampir tidak memiliki
komitmen dan kontribusi professional.

Elder Locals adalah orang-orang tertua
dalam group dan terlama terlibat dalam
organisasi. Seperti semua Locals, mereka
sangat komit pada organisasi, bahkan
menginginkan tinggal selamanya. Mereka
mengakar kuat dalam organisasi informal
dan mengevaluasi keadaan sekarang (yang
ada) menurut keadaan masa lalu (selalu
berorientasi masa lalu). Group referens

mereka adalah para oang tua.
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Outsider Cosmopolitans cenderung
meng-asingkan diri dari anggota organisasi
lainnya. Sebenarnya, mereka masuk, tapi
bukan bagian, organisasi. Mereka sangat
komit pada keahlian spesifik, group
referensnya luar organisasi. Mereka tidak
merasa mendapatkan stimulasi intelektual
yang cukup dari dalam organisasi,
loyalitasnya pada organisasi rendah, dan
tidak ingin tinggal selamanya (ingin
meninggalkan organisasinya).

Empire-Builder Cospolitans meng-
integrasikan diri kedalam struktur organisasi,
utamanya dalam struktur formal. Mereka
memiliki  komitmen kuat pada
departemennya, mendukung autonomi
departemennya. Namun, mereka percaya
bahwa peluang kerja dalam organisasi luar
bagus, dan menginginkan pindah untuk
pekerjaan yang tepat.

Robert

menawarkan perpektif konseptual untuk

Sementara itu Presthus
menguji akomodasi individu terhadap
tekanan-tekanan birokrasi. Analisis dia
utamanya tentang Locals yang cenderung
sukses dalam menyesuaikan diri pada
organisasi birokratis. Presthus
mempostulasikan bahwa organisasi
birokratis, dengan status struktur dan
kekuasaan, cenderung memunculkan
kecemasan dalam diri anggota organisasi.

Bagi mayoritas, kecemasan tidak
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menyenangkan dan mengganggu,
kemudian, hal inimenimbulkan aksi untuk
mengurangi kecemasan itu. Individu
mengakomodasikan dirinya pada tekanan
ini dengan cara menjadi upward mobiles,
indifferents, atau ambivalents.(33)
Upward mobile adalah anggota yang
paling sukses dalam organisai. Mereka
menerima semua tujuan organisasi. Nilai-
nilai organisasi merupakan nila-nilai
mereka. Mereka mempercayai otoritas
hirarkis dan menerima perintah serta
memiliki jiwa patuh yang asli dan dalam.
Merekamengalamisedikitkesulitan dalam
menerima Kkeputusan karena mereka
menerima nilai-nilai organisasi dan berbuat
menurut organisasi (organizational
oriented) daripada menurut individu
(individual goal oriented) . Anggota
organisasi vang demikian ini menikmati
kehidupan berorganisasi. menyerahkan
segala-galanya buat organisasi dan tidak
memperdulikan personalitasnya., pandai
“bermain” dan memenangkan “permainan
organisasi”; dan serta memperoleh
penghargaan organisasi baik status maupun
bayaran. Mereka memiliki kecemasan
tinggi (baca ambisi) untuk mendapatkan
perhatian dari organisasinya. Mereka-
mereka yang menempati posisi-posisi
penting didalam suatu organisasi mungkin

merupakan contoh dari model akomodasi
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Indifference, kelompok mayoritas,
adalah anggota organisasi yang menolak
untuk  berkompetisi mendapatkan
kenikmatan berorganisasi. Mereka
mengakomodasikan dirinya pada organisasi
dengan melakukan pekerjaan rutin, tetapi
pada waktu yang sama mengembangkan
interesnya di luar organisasi. Kecemasan
berorganisasi rendah karena mereka tidak
berkompetisi mendapatkan penghargaan
organisasi. Mereka memisahkan kerja dari
aspek kehidupannya yang lebih berarti. Bagi
kelompok ini. kerja hanyalah pekerjaan
untuk mendapatkan imbalan ekonomik:
pekerjaan bukan interes sentral dalam
kehidupan. Mereka-mereka yang menikmati
hidupnya tanpa mempertanyakan atau
menginginkan perhatian dari organisasi
merupakan contoh kelompok ini. Mereka.
namun demikian, mendapatkan kepuasan
diri melalui aktivitas-aktivitas lain, di luar
posisi yang ditawarkan olch organisasi.
Dalam organisasi pendidikan beberapa
ilmuan yang tidak memiliki posisi tertentu
dalam organisasi-nya mungkin dapat
diklasifikasikan sebagai kelompok ini.
Termasuk, kelompok iniadalah mereka yang
mencurahkan banyak waktunya untuk
mencari “objekan” di luar organisasi.

Ambivalence, kelompok minoritas, tidak

dapat menolak rangsangan kekuasaan dan
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kesuksesan dalam organisasi tapi sering
gagal mendapatkan kekuasaan organisasi
dan kesuksesan. Mereka membutuhkan
rasa aman, tapi tidak mampu melakukan
akomodasi yang diperlukan untuk
mencapainya. Kelompok ini memiliki
individualitas agresif yang seringkali tidak
sesuai dengan cara kerja struktur birokrasi.
Mereka umumnya tidak dapat menerima
premis-premis organisasi; sebaliknya,
membuat keputusan sepihak, menolak
otoritas, selalu tidak setuju. dan
mempertahankan kemauannya sendiri
daripada kemauan organisasi. Mereka
melakukan akomodasi yang tidak tepat dan
biasanya menyebabkan pengunduran diri,
penyerangan, dan menarik diri. Mereka
tidak dapat memainkan “permainan
organisasi”, karena mereka menolak
otoritas dan impersonalitas organisasi.
Griffith menyatakan “mereka tentu
banyak menderita dalam organisasi besar
modern.(36)

mendapatkan pengakuan di organisasi,

Mereka yang tidak

misalnya, mungkin merupakan implikasi

sikap akomodasi ini.

D. Birokrasi dan Perubaban

Dari uraian di atas jelaslah bahwa ada
kelebihan dan kekurangan dalam
penerapan sistem birokrasi dalam

organisasi pendidikan. Pertanyannya
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apakah mungkin mengadakan sebuah
perubahan atau inovasi di dalam suatu
lembaga pendidikan yang birokratis ini.
Beberapa ahli mengatakan bahwa ciri-ciri
birokrasi yang tegas menjadikannya
penghambat atau anti suatu perubahan.
Hanson menyatakan bahwa hirarki-hirarki
di dalam suatu organisasi mempunyai
kecenderungan untuk memperlambat proses
perubahan atau inovasi(>7/ Bukti dari
pernyataan ini dapat diamati di banyak
organisasi-organisasi pendidikan. Karena
diasumsikan bahwa perubahan atau inovasi
harus datang dari atas sehingga suatu
perubahan yang dibawa oleh orang-orang
bawah ditolak. Pegawai bawahan atau
kelompok prefesional yang memiliki ide
bagus tentang suatu inovasi harus melalui
beberapa orang atasan, masing-masing
punya kekuatan untuk menolaknya. Karena
juga bahwa pekerjaan di organisasi birokrasi
itu dispesialisasikan seorang yang bekerja
di satu departemen tidak bisa membawa
perubahan di luarkerjanya. Suatu perubahan
harus datang dari orang-orang yang ada di
departemen tadi.

Namun demikian sangat mungkin
kiranya untuk mengadakan perubahan atau
inovasi di dalam organisasi birokrasi
karena ini tergantung pada siapa yang
memimpinnya. Tipe kepemimpinan

demokratis akan mempersilahkan bawahan
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untuk mengadakan perubahan meskipun
ia berada pada organisasi yang sangat
birokratis. Pucuk pimpinan bisa
memberikan wewenang dan tanggung
jawab penuh kepada kepala bagian untuk
mengembangkan suatu perubahan di daerah
kerjanya kalau diperlukan dan pucuk
pimpinan tidak interupsi atau menyetop.
Jadi sangatlah mungkin membikin suasana
demokrasi di dalam organisasi birokrasi dan
bahkan birokrasi bisa menghasilkan
suasana demokrasi yang besar. (36

Oleh karena itu penghalang suatu
perubahan tidak hanya bisa dilihat dari
sistem birokrasi saja tetapi prilaku individu-
individu yang menggunakannya, dan
aplikasi unsur-unsur birokrasi yang kurang
menyeluruh. Bahkan ini mungkin keadaan
kebanyakan kasus. Ada beberapa alasan.

Pertama, ide tentang departementalisasi
adalah untuk memungkinkan suatu
pekerjaan dilaksanakan dengan efektif dan
efisien dan menghasilkan tenaga-tenaga
ahli dalam suatu departemen. Oleh karena
itu pucuk pimpinan bisa mempercayai
bawahan untuk memimpin departemen
sepenuhnya dan mengadakan perubahan-
perubahan yang diperlukan di dalamnya.
Kedua, penggunaan sempurna birokrasi
bisa memperlancar usaha-usaha perubahan,
dan ini benar khususnya jika suatu

perubahan itu atas inisiatif atasan. Pucuk
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pimpinan dengan wewenangnya bisa
memberikan komando bawahannya untuk
mengikuti perubahan yang diajukan.
Penggunaan kekuasaan atau wewenang telah
diakui sebagai salah satu cara yang efektif
dan sukses dalam mengimplementasikan
suatu perubahan dalam suatu organisasi.
(39) Ketiga, kalau birokrasi memudahkan
suatu organisasi untuk mempertahankan
koordinasi, stabilitas dan kesamaan
pandangan, suatu perubahan atas inisiatif
atasan akan mudah diterapkan karena orang-
orang bawahan sudah dikoordinasikan dan
disatukan pandangannnya. Kalau bawahan
mengikuti arahan dan koordinasi atasan
mereka secara pasti mengikuti perubahan-
perubaban yangdiajukan. Dengan demikian
birokrasi dengan aturan dan peraturannya
memiliki fungsi yang sangat kuat untuk
koordinasidan penyatuan individu-individu
dalam organisasi, sehingga memudahkan
implementasi suatu perubahan.
Selanjutnya bahwa kalau hambatan
perubahan muncul mungkin karena individu
dari pada sistem itu sendiri. Jika orang-orang
di dalam organisasi birokrasi, terutama
pimpinan, tidak berkeinginan untuk
mengadakan perubahan-perubahan di
dalamnya segala sesuatu akan statis. Tetapi
jika atasan memiliki inisiatif dan cukup
kreatif mengadakan perubahan-perubahan

yang diperlukan, penerapannya dapat
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dijamin lancar, dan demikian inilah betapa
pentingnya peran pemimpin pendidikan
(kepala sekolah, dekan, rektor dan lain-
lain) dalam mengadakan dan menerapkan
suatu perubahan dalam organisasi
pendidikan.(60/

Lalu ketika adu suatu perubahan sulit
diterapkan sebenarnya adalah bersumber
dari bayang-bayang kekeratan birokrasi
vang sudah mengakar-kuat-dalam yang,
namun demikian. sebenarnya sudah tidak
ada. Misalnya orang takut mengadakan
perubahan karena takut kalau tidak
diterima oleh orang lain karena ia
beranggapan bahwa ini birokrasi. Orang
juga takut melakukan hal yang sedikit
berbeda dari “kebiasaan™ karena ia takut
bahwa berbeda itu menyalahi aturan
birokrasi. yang seandainya dilakukan
sebenarnya mungkin tidak membawa efek
apa pun. Contoh semacam ini tentu dapat
diperpanjang. Mungkin merubah mesin
menjadi manusia lebih mudah daripada
merubah manusia yang sudah terpola-kuat

seperti mesin!
E. Masa Depan Organisasi Birokrasi

Sebagian kita akan sangat setuju bahwa
birokrasi harus berubah. Pertanyaannya
apakah birokrasi dapat berubah dengan

cepatdan dengan arah yang benar? Apakah
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birokrasi menyediakan suasana organisasi
pendidik-terdidik

memaksimalkan hubungannya, dimana

dimana dapat
kaum intelektual dapat mempraktekkan
intelektualitasnya daripada mengikuti aturan
administratif, dan dimana kebutuhan
esensial manusia terpenuhi?

Beberapa penulis mempertanyakan
penggunaan birokrasi secara efektif dalam
organisasi masa depan karena perubahan-
perubahan yang cepat dan tidak diduga,
besarnya organisasi dan kompleksnya
teknologi moderen. Bennis menegaskan
bahwa sebuah organisasi sosial (organisasi
pendidikan) yang mudah beradaptasi
dengan perubahan lingkungan lama
kelamaan akan menggantikan sistem
birokrasi.(6/) Toffler secara tegas juga
menyatakan bahwa birokrasi di dalam
organisasi-organisasi pendidikan akan tidak
mampu mengatasi kompleksitas dan
cepatnya perubahan.(62) Senada dengan ini
Argyris menyatakan bahwa birokrasi
membatasi tingkat kemandirian ini
individu-individu.(63)

Penulis sependapat dengan Thom yang
mengatakan bahwa struktur birokrasi masa
depan tidak akan banyak berbeda. (6%
Karena manusia memiliki kebutuhan dasar
terutama kebutuhan rasa aman. Manusia
hidupdalam organisasi macam apapun akan

bekerja untuk mengamankan pckerjaannya
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dan dengan demikian menjamin
kelangsungan hidupnya. Mereka akan
menerima dan melaksanakan perintah-
perintah  dari atasannya untuk
mengamankan karirnya. Organisasi
pendidikan masa depan akan tetap
melestarikan sistem birokrasinya sejauh ia
mampu mempertahankan koordinasi,
stabilitas, konformitas dan eksistensinya.
Namun demikian organisasi-organisasi
pendidikan harus memiliki pemimpin-
pemimpin yang demokratis yang
berkehendak untuk membagi visi dan
keputusan-keputusan dengan bawahannya:
pemimpin yang penuh perhatian yang
memilikirasa penghargaan mendalam pada
karyawannva: pemimpin pendorong vang
mau memotivasi anak buahnya untuk
menjadi mandiri dan mengembangkan diri:
dan pemimpin yang adaptive yaitu
pemimpin yang memiliki seperangkat
inisiatif untuk mengadakan perubahan atau
inovasi untuk mengadaptasikan organisasi
pendidikan dengan perubahan-perubahan

lingkungannya.

F. Kesimpulan

Birokrasi dengan kadar tertentu akan
diterapkan di organisasi pendidikan
maupun organisasi non pendidikan. Sangat
penting kiranya melihat apakah hambatan

perubahan didalam organisasi birokrasi itu
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disebabkan oleh birokrasi itu sendiri atau
karena individu-individu yang ada di
dalamnya. Pemimpin organisasi birokrasi
harus percaya bahwa “kebanyakan para
pegawai (karyawan, guru dan lain-lain) ingin
bekerja dengan baik, ber-tanggung jawab,
dan, apabila keadaan organisasi baik
(mereka) akan bekerja sebaik mungkin.(65)
Dengan pemahaman tentang psikologi
organisasi, pengembangan organisasi dan
pengembangan Karir “kiranya mungkin
menjadikan organisasi birokrasi sebagai
tempat kerja yang bisa dinikmati.(66)
Nampaknyva betul bahwa mereka yang
bekerja di organisasi birokrasi (organisasi
pendidikan) menemukan kebahagiaan dan
penuh harapan. Akhirnya. kesempatan tetap
terbuka bagi siapa saja untuk meng-
humanisasi-kan model organisasi birokrasi

vang mekanistik ini.
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